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PEMTURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEI.AN]A TMNSPORT LOKAL

DILINGKUNGANPEMERINTAHPRoVINSIGoRoNTAL.o

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA E:SA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk keseragaman sena tertib administras;i pengelolaanr

keuangan perlu diatur suatu tata cara pembeirian betar$a transport lokatl

di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal LVI Peraturan Daeral'r

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Ke,uangan Daerah perlu diatur

dalam suatu sistem dan Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Giubernur ten'lang Tata Cara

pemberian Belanja Transport Lokal Di Lingllungan Pemr:rintah Provinsi

Gorontalo;

undang-undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Ptlkok Kepegawaian

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 l'lonror 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tilhun 19E4 Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nrlmor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesiil Tahun l9l]9 Nomsr 169),

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3E90);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemberntukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarhun 21000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnor 4060);

Undang-Undang Nornor t7 Tahun 2003 tentan'g Kzuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenbng Perbendaharaan Negarc

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Ncmor 5, Tambaharn

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

3.

4.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerriksaan dan

Tanggung lawab Keuangan Negara (Lembaran f',ilegara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran l\tegara l{eputrlik Indonesia

Nomor a389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perneriintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nontor 12:5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '+437) rsebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undanrS Nonnor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-tJndang Nrlmor 32 Tahun

ZO04 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran llegara Re;rublik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nlegara Repulllik Indonesia

Nomor 4844)l

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanr3 Pemtrcntukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiil l'lomor 823il;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2C105 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indclne$ia Tahun 2005

Nomor !40, Tambahan Lembaran Negerra Repulblik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahurr 2006 tentang

pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran D,aerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 20tl tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Arrggaran 2012

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06');

MEMUTUSIGN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TATA CI\RA PEMBERIAN

BEI-ANJA TRANSPORT LOKAL DI LINGKUNGAN PEME:RII{TAH PROVINSI

GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud flsnlEn :

1, InspeKorat adalah InspeKorat Provinsi Gorontalo.

5 .

6 .

7.

8.

9 .

10.

2, UPf Badan Keuangan Daerah adalah Unit Pelaksna Teknis pada Badan,

Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. .-_/
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3. UPT Balai Metrologi adalah Unit Pelaksana Telcnis pada Dinas Koperasi'

perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

4. Tata cara pemberian belanja transport lokal adalah kegiatarn pendelegasian

kewenangan, perencanaan penugasan khusus 'yang mendapatan

penggantian belanja transpott lokal, persetu:iuan penglgsntian belanja

transport lokal, pengujian hak tagih, pemberiarl uang muket, pela$anaan

penugasan khusus, dan pertanggungjawaban belanja trans;port lokal'

5, Penugasan khusus adalah penugasn tertentu karenet sifatnya perlu

diberikan belanja transpoft lokal guna kelancaran dan mencelgah pelaksana

dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu integritas tugas'

6. Belanja transport lokal adalah sejumlah penggantian uang yang bersifat

lumpsum atas jasa melaksanakan suatu penugasan khustts yang dapat

digunakan oleh penerimanya antara lain untruk membiayai biaya sewa

angkutan moda lokal yang bersifat umum dan pribadi, bahan bakar

minyak, retribusi parkir, pajak jalan/tol, serta untuk keperluran makan dan

minum selama menjalankan tugas khusus terselrut'

7. pelayanan keprotokoleran adalah pelayanan yang dibenikan lkepada Pejabat.

Negara, Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah.

8. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Goronlalo.

9. pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat:

Daerah Provinsi Gorontalo.

10. pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gub€rnur dan Sekretaris;

Daerah Provinsi Gorontalo.

11. pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut dengetn PNSD teftentu

adalah pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo'

12. Non PNSD adalah mereka yang membantu PNSD dalarn menjalankan

tugasnya seperti tenaga harian lepas resmi, pegaweri negeri sipil di

lingkungan pemerintah lain, petugas kepolisian, dan pt:tugas TNI.

13. Jangka waKu penugasn adalah hari efeKif penllelesaian penugasn

khusus.

14. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut dengan KIPA adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebaglian kewenangan pe

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungs,i SKPD'

ngguna

-i
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penugasan khusus yang mendapat pernggantian belanja

transport lokal adalah :

a. pelayanan keprotokoleran yang dilakukan di tenrpat teftentru s;eperti bandar

udara, pelabuhan, atau kantor-kantor pemerintah lainnya bagi pejabat

negara, pejabat daerah, Sekretaris Daerah oleh Kantor Perwakilan Jakafta

dan Staf Penghubung Makassar;

b. pelayanan yang dilakukan untuk peningkatan l'lepatuhan dan penegakan

hukum serta kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh

InspeKorat dan UPT Badan Keuangan Daerah, dan Balai fr'letrologi pada

Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo;

c. penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatillran l(epemimpinan

(DIKI-ATPIM) Tingkat I, DIKLATPIM Tingkat II atau DII(U\TPIM Tingkat

III di luar daerah atau mengikuti Bimbingan Tt:knis a1:au seienisnya yang

lamanya melibihi 7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 60 (r:nram puluh) hari

kerja ;

d. penugasan sebagaimana dimaksud pada hurul' a, huruf b dan huruf c,

bukan merupakan penugasn yang telah dibiayai sesuai dengan ketentuan

mengenai penugasan yang membutuhkan biaya transpprt lol'el.

Pasal 3

Transpott lokal adalah pergerakan fisik yang melipt'tti:

a. memenuhi kriteria penugasan sebagaimana dimaksud <lalarm Pasal 2;

b. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;

c. pelaksanaan tugas oleh PNSD dan non PI\SD untuk melaksanakan

penugasan teftentu;

d. untuk suatu jangka waKu penugasan teftentu;

e. telah ditetapkan waKu penugasan.

BAB III

AZAS UMUM PENUGASAN KHUSUS

Pasal 4

Azas umum penugasan khusus yang membutuhkan belanja transpoftasi

lokal adalah Penugasan khusus yang dilaksanakan secara tertib, taat padet

peraturan perundang-undangan, efeKif, etisien, ekonomis, transparan, dan 
,

beftanggungjawab' ,-.,._l
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a. secara tertib adatah penugasan yang dilakukan liidak mengganggu

kelancaran pelayanan publik, jangka waKu penuga$an yang tidak

tumpang tindih dengan perjalanan dinas dan penugasiln lchttsus yang

lain;

b. taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa penugasan

harus berpedoman pada peraturan perundang-urrdangiln dan tidak

dilakukan untuk kegiatan yang beftentangan dengian peraturan

perundang-undangan.

c. efeKif adalah bahwa pencapaian hasil dari penugasan harus memberikan

manfaat yang optimal mendukung kelancarern protokolen, peningkatan

kepatuhan dan penegakan hukum, kelancararl pengawasan internal, dan

kelancararan koordinasi tugas dan fungsi Kantor Petwakililn Jakarta dan

Staf Penghubung Makassar'

d. efisien Yang meliPuti :

1. jumlah PNSD Yang diPerintahkan;

2. jumlah bukan PNSD yang mengikuti pegawai negeri sipil daerah

teftentu;

3. jangka waKu Penugasan.

e. ekonomis adalah bahwa untuk mencapai manlaat yang optimal atas suatu

penugasan;

f. transparan adalah bahwa pelaksanaan penugiasan seorernll PNSD tedentu

atau bersama-sama dengan pengikutnya bersifat terbuka;

g. bertanggungjawab adalah bahwa pejabat yang bt:rwenang dan PNS[)

tertentu yang diperintahkan melakukan perlugasan merniliki kewajiban

untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan'

BAB IV

PERENCANMN PENUGASAN

Pasal 5

ppTK atau pejabat pengusul lainnya rnengajukan usuletn perencanaan

penugasn kepada kuasa pengguna anggaran berdasarkan:

a. rencana kegiatan tahunan;

b. perintah tertulis atau lisan dari pejabat berwenang;

c. surat tugas atas pelaksanaan kegiatan ditanrlatangani oleh pejabat

berwenang atau kePala SKPD.

,:]
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Pasal 6

Penugasan sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai trcrikut:

a. nama-nama pegawai/staf yang ditugaskan;

b. maksud dan tujuan Penugasan

c. waktu Penugasan;

d. nama kegiatan yang akan dibebankan'

BAB V

HAK-HAK KEUANGAN PNSD DAN NON Pf\SD S;ERTA

LAMNGAN DAN PEMBEBANAN BELAN]A

Bagian Kesatu

HaK PNSD dAN NON PNSD

Pasal 7

Setiap PNSD dan Non PNSD yang melaksanakan penugasan l<husus berhak

mendapat belanja transport dengan besaran:

a. PNSD

1. Kegiatan pelayanan protokoler di bandar udara atarr pellabuhan dengan

menggunakan moda transport umum atau prilbadi ditrcrikan sebesar:

a) Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari per orang untuk

petugas di lingkungan Kantor Perwakilan -lakarta;

b) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari per orang

untuk petugas di lingkungan staf penrghubung Miakassar.

2. Kegiatan pelayanan protokoler di bandar udarra atau pelabuhan dengan

menggunakan moda transpoft kendaraan dinas operasional diberikan

sebesar:

a) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang untuk

petugas di lingkungan Kantor Perwakilan lakafta;

b) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) P€r orang Prer hari untuk

petugas di lingkungan staf penghubung tvlakassetr.

3. Kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi pelerksanaan tuglas dan fungsi

oleh Kantor Perwakilan Jakarta dengan menggunakan nnoda transport

umum atau pribadi sebesar Rp250,000,00 {.dua rertus lima puluh ribu 
t

rupiah) per orang per hari; -.-./
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4. Kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi keprotokolerarn di ibu kota

negara bagi pejabat negara dan pejabat daerilh oleh kantcr Perwakilan

lakarta dengan menggunakan moda transpoft kenclaraan dinas

operasional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ritru rupiah per

orang Per hari;

5. Kegiatan pengawasan internal yang dilaKanakan oleh aparat

pengawasan fungsional di lingkungan Inspektorat F'emeriintah Provinsi

Gorontalo dengan menggunakan moda transpott umurn, pribadi, atau

kendaraan dinas operasional sebesar Rp200.000,00 l.dua ratus ribu

rupiah) per orang Per hari;

6. Kegiatan peningkatan dan kepatuhan hukum dari PNSD yang

dilaksanakan oleh UPT Badan Keuangan Daereth dan UP''ll- Etalai Metrologi

Dinas Koperindag sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah) Per orang Per hari.

7. penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatilhan l'(epemimpinan

(DIKLATPIM) mengikuti bimbingan teknis atau sejenisny'a yang melebihi

7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 60 (enam pululr ) hzrri kerja diluar

daerah dapat diberikan transport lokal selarnil mengikuti kegiatan yang

dimaksud sebesar:

a) Rp300.000/hari per orang bagi peserta DIIKI-ATPIM II; dan,

b) Rp200.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM III;

c) Rp200.000/hari per orang bagi peseta Bimbringan Teknis atau

sejenisnya;

b, Pemberian untuk Non PNSD yang mengikuti penugasan PNSD adalah

sebesar 80 o/o (delapan puluh persen) yang diterima oleh PNS;D.

Bagian Kedua

Larangan Pembayaran Transpotasi Lokal

Pasal 8

(1) KPA pada SKPD di lingkungan Pemerintah P'rovinsi Gclrontalo dilarang

mempeftanggungjawabkan belanja lainnya dalam berntuk apapun selain

belanja transport lokal untuk membiayai PN!iD dan atau bukan PNSD

yang telah menerima penggantian belanja transpoft lcrkal,

(2) KPA pada SKPD di lingkungan Pemerintah F'rovinsi Gorcrntalo dilarang

membayarkan belanja transpoftasi lokal kepada para

dengan peraturan ini.

pejabat -3
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BAB VI

PEIAKSANMN PEMBERIAN BEI.ANJA TRANSPORT LOIGIL

Bagian Kesatu

Pembayaran Uang Muka

Pasal 9

(1) Kepala Bagian Keuangan atau Kepala Sub B;agian Tata Usaha selaku

pejabat penguji melakukan pengujian hak tagih atas fcrrmulir usulan

belanja transport lokal yang telah disetujui KPA antara lain:

a. meneliti ulang kebenaran perhitungan;

b. ketePatan Pengenaan tarif;

c. ketersediaan dana;

d. tunggakan pertanggungjawaban tagifran yarng lalu;

e. ketersediaan anggaran.

(2) Dalam hal semua dokumen telah lengkap maka Kepala tlagian Keuangan

atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha memerintahkan Bendahara

Pengeluaran untuk membuat kuitansi pembayaran trarnsport lokal'

(3) Kuitansi pembayaran transport lokal dibuat untuk sr:tiap PNSD tertentu

maupun non PNSD.

(4) Jumlah uang muka transpoft lokal yang darpat dibayarkan sekurang-

kurangnya 750lo (tujuh puluh lima persen) dari yang seharrUSh|a diterima.

Bagian Kedua

Realisasi Penugasan

Pasal 10

Setiap pejabat tertentu yang melakukan penugasian khusus; y'ang mendapat

penggantian transport lokal menjalankan tugas sesuai d€n9dfl ketentuan

yang berlaku dan tetap berkewajiban m,elakukeln tindakan yang

menguntungkan kepentingan Pemerintah Provinsi Gorontillo.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Setiap PNSD dan atau non PNSD yang telerh merrjaletnlcan penugasarl

khusus yang mendapat penggantian transport lollal berkewajibart

membuat laporan Penugasan.
(2) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud a'1at (1) dapat dibuat koleKi'C^

I
sepanjang mempunyai tujuan penugasarl yang sama. ._/
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(3) Kelengkapan peftanggungjawaban transport lolal adalah :

a. surat tugas;

b. kwitansi dan rincian pembayaran;

c. laporan penugasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Tata cara pemberian belanja transport lokal ini terhitunq untuk penugasan

khusus yang dilaksanakan sejak Januari 24L2.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal rlitetapl<an

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

BERTTA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR :?S
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